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ABSTRAK 

 

BELLA PRATIWI, IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KAPUAS 

HULU NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN 

DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI 

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS 

DISEASE 2019 DI KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN 

KAPUAS HULU 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hasil implementasi 

peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin 

dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan 

pengendalian Covid-19 di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. 

Penelitian ini menggunakan teori model implementasi oleh Edward III. Metode 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif 

kualitatif, teknik analisa data yang digunakan yaitu analisa kualitatif. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Komunikasi telah dilaksanakan tetapi 

masih belum terlaksana dengan baik terutama pada konsistensi; (2) Sumber daya 

diimplementasikan dengan baik; (3) Disposisi telah dilaksanakan dengan sangat 

baik terutama dalam kognisi, arahan dan respon dari pelaksana, serta intensitas 

respon atau respon implementasi; (4) Struktur birokrasi belum terlaksana dengan 

baik karena tidak terdapat alur kepegawaian secara tertulis atau adanya 

fragmentasi tanggung jawab secara tertulis antara ketiganya instansi penegak 

hukum protokol kesehatan. Adapun saran-saran yang diberikan untuk 

Pemerintahan di Kecamatan Putussibau Utara untuk terus melakukan proses 

komunikasi dan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan, terutama 

dalam menyelesaikan masalah dasar hukum pembentukan pemerintahan daerah 
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dan Dinas Kesehatan, maupun penyelesaian masalah kemasyarakatan, karena 

semua ini berdampak terhadap proses implementasi kebijakan publik. 

Kata Kunci: Disiplin, Implementasi kebijakan, dan Protokol kesehatan. 
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ABSTRACT 

 

 

This study aimed to find out and analyze the result of the implementation of the 

Kapuas Hulu Regent Regulation Number 57 of 2020 on the implementation of 

discipline and law enforcement of health protocol as an effort to prevent and 

control COVID-19 in Putussibau Utara District of Kapuas Hulu Regency. This 

study used Edward III’s implementation model theory. This study also used the 

qualitative approach with the qualitative descriptive research design and the 

technique of data analysis used was qualitative analysis. The result of this study 

showed that the communication had been implemented but still not done well, 

especially on consistency and resources were well implemented. The results also 

showed that the disposition had been carried out very well, especially in 

cognition, direction as well as response from the implementer, and intensity of the 

response or implementation response. Lastly, the results showed that the 

bureaucratic structure had not been implemented properly because there was no 

written staffing flow or there was a written fragmentation of responsibilities 

between the three health protocol law enforcement agencies. The researcher 

suggests that the government in Putussibau Utara District must continue to do the 

process of communication and coordination in efforts to administer the 

government, especially in resolving the basic legal issue of the formation of 

regional government and the Health Department, as well as solving community 

problems, because all of these have an impact on the process of implementing the 

public policy. 

 

 

Keywords: Discipline, Policy Implementation, and Health Protocol. 
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RINGKASAN SKRIPSI 

 

Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 
 

57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 

Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 

2019 di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu”. Berangkat dari 

permasalahan yang ada maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian yaitu 

“Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 tahun 2020 

tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai 

Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kecamatan Putussibau Utara 

Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya terealisasi”. Subjek penelitian dalam 

penelitian ini terdiri dari Kabid Dinas Kesehatan yang menangani kasus covid-19 

dan salah satu masyarakat di Kecamatan Putussibau Utara. 

Hasil dari penelitian yang penulis peroleh dilapangan diketahui 

Implementasi Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 tahun 2020 tentang 

Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya 

Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kecamatan Putussibau Utara 

Kabupaten Kapuas Hulu belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari kurang 

komunikasinya antar pemerintah daerah ke pemerintah di kecamatan Putussibau 

Utara tersebut. Dari aspek disposisi mengalami adanya kecenderungan- 

kecenderungan atau disposisi dari beberapa indikator-indikator sikap dari aparatur 

pemerintahan daerah maupun indikator-indikator sikap masyarakat dalam 

menyikapi kebijakan dan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan peraturan 

Bupati Kapuas Hulu No 57 tahun 2020 tentang penanganan covid-19. dari aspek 
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sumber daya belum semua terealisasi optimal dan belum tersedia memadai, belum 

maksimal dibahas dan sedikit sekali hasil dibahas dalam musyawarah. Dari aspek 

struktur birokrasi sudah mengacu kepada peraturan perundang-undangan. 

Saran yang direkomendasikan yaitu perlu diharapkan kepada 

Pemerintahan di Kecamatan Putussibau Utara untuk terus melakukan proses 

komunikasi dan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan, terutama 

dalam menyelesaikan masalah dasar hukum pembentukan pemerintahan daerah 

dan Dinas Kesehatan, maupun penyelesaian masalah kemasyarakatan, karena 

semua ini berdampak terhadap proses implementasi kebijakan publik; Diharapkan 

secepatnya untuk melakukan pengadaan sumber daya pembangunan daerah dan 

potensi kelembagaan atau struktur pemerintahan daerah yang masih belum 

memadai tersedia, dikarenakan kondisi tempat untuk vaksin tidak seperti yang 

diharapkan, dan diusahakan untuk secepatnya direncanakan, sebab tanpa 

didukung prasarana dan sarana kelembagaan atau struktur birokrasi yang baik, 

maka akan berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan publik; Masalah 

sikap-sikap pelaksana implementasi kebijakan maupun sikap-sikap penerima 

implementasi kebijakan untuk terus diberdayakan untuk lebih baik untuk 

mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 tahun 

2020 tentang Penerapan dispilin dan penegakan hukum protokol kesehatan 

sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kecamatan Putussibau 

Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Faktor dan sikap-sikap pelaksana dan penerima 

kebijakan akan mempengaruhi implementasi kebijakan publik. 


